BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 57 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 38 TAHUN 2016
TENTANG INTEGRASI PROGRAM KARTU SEHAT KABUPATEN TANGERANG

Menimbang

Mengingat

KE DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

bahwa dalam upaya mewujudkan implementasi Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional, khususnya Jaminan Kesehatan, maka
telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016
tentang Integrasi Program Kartu Sehat Kabupaten
Tangerang ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional;

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Tangerang, maka Peraturan Bupati
sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan;

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Integrasi
Program Kartu Sehat Kabupaten Tangerang ke dalam
Jaminan Kesehatan Nasional;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang...



10.

11.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5372);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013
tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang
Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
1400);

Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten
Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1116);

12. Peraturan...



Menetapkan

12. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Program Kartu Sehat Pada Jaminan
Kesehatan Daerah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah
Kabupaten Tangerang Tahun 2013 Nomor 51) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51
Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program
Kartu Sehat Pada Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten
Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun
2014 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR
38 TAHUN 2016 TENTANG INTEGRASI PROGRAM KARTU
SEHAT KABUPATEN TANGERANG KE DALAM JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor
38 Tahun 2016 tentang Integrasi Program Kartu Sehat
Kabupaten Tangerang ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional
(Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 38)
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 9

(1) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
huruf a, dibentuk dengan Keputusan Bupati.

(2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
memiliki tugas sebagai berikut:

a. menyusun langkah dan strategi integrasi Program
Kartu Sehat Kabupaten Tangerang ke dalam
Jaminan Kesehatan Nasional,

b. melaksanakan evaluasi secara berkala;

c. mengawasi penyelenggaraan integrasi Program
kartu Sehat Kabupaten Tangerang ke dalam
Jaminan Kesehatan Nasional; dan

d. membina pelaksanaan integrasi Program kartu
Sehat Kabupaten Tangerang ke dalam Jaminan
Kesehatan Nasional.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 10

(1) Tim verifikasi kepesertaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 huruf b, dibentuk dengan Keputusan
Bupati.

(2) Tim...



(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki
tugas sebagai berikut:

a.

b.

memverifikasi dan memvalidasi data kepesertaan
yang akan diintegrasikan;

memeriksa kebenaran administrasi kepesertaan
dengan memeriksa dokumen identitas peserta
Program Kartu Sehat Kabupaten Tangerang yang
diintegrasikan dengan Database Peserta Kartu
Sehat dan/atau data lainnya yang sah;
melakukan pemutakhiran data (updating) atau
perubahan data kepesertaan Program kartu Sehat
yang diintegrasikan ke dalam Jaminan Kesehatan
Nasional; dan

melakukan rekonsiliasi data kepesertaan dengan
BPJS Kesehatan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 11 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd

ISKANDAR MIRSAD

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 11 Juli 2017

BUPATI TANGERANG,
Ttd

A. ZAKI [SKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2017 NOMOR 57






